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ABSTRAK 

Sarjudin 19120446 2023 Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh 

(Kotaku) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kelayan Barat Kota 

Banjarmasin.  

Tujuan Penelitian untuk memahami kebijakan pemerintah kota Banjarmasin dalam 

perwujudan kota tanpa kumuh.  

Metode penelitian Kualitatif deskriptif bjek penelitian yang berupa kawasan Kumuh 

di kota banjarmasin. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yang 

terdiri atas Reduksi data,Penyajian data,dan Penarikan kesimpulan.  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan telah sesuai dengan SK 

Walikota Banjarmasin nomor 215 tahun 2022. Telah terimplementasi dengan baik dan 

berkembang signifikan  dalam penanganan Kota kumuh di kota Banjarmasin. Berdasarkan 

analisis teori dapat disimpulkan  terwujudnya program kotaku karena adanya kolaborasi 

instansi terkait  dan skateholder lainnya serta peran suatu organisasi yang telah di bina oleh 

dinas perkim, dari Sumber daya yang di kerahkan  pada Progam kotaku di kelurahan kelayan 

barat itu adalah  masyarakat sendiri, pemerintah membuat suatu organisasi masyarakat dan di 

berikan bimbingan organisasi tersebut yaitu badan keswadayaan  masyarakat (BKM). Meliat 

dari Penanganan kawasan kumuh di kelurahan kelayan barat sudah berjalan dengan baik 

sesuai SK Walikota nomor 215 tahun 2022  tentang penetapan kawasan kumuh di kota 

Banjarmasin , dari kebijakan  tersebut saran peneliti agar dalam  melakukan penanggulangan 

kawasan kumuh di kota Banjarmasin kembali yaitu, melakukan sosialisasi menyeluruh ke 

Kelurahan / ke kecematan sekitar agar tidak terjadinya konflik antar masyarakat yang berbeda 

pendapat. 

Kata Kunci : Impelentasi, Kebijakan,Kotaku  

ABSTRACT 

Sarjudin 19120446 2023 Implementation of the City Without Slums (Kotaku) Program 

Policy in Overcoming Slums in Kelayan Barat Village, Banjarmasin City.  

Research purposesto understand the Banjarmasin city government policy in realizing 

a city without slums. 



 

 

Qualitative research method descriptive research object in the form of a slum area in 

the city of Banjarmasin. The data analysis technique uses the theory of Miles and Huberman 

which consists of data reduction, data presentation, and conclusion. 

The results of the study show that the implementation of the policy is in accordance 

with the Decree of the Mayor of Banjarmasin number 215 of 2022. It has been implemented 

properly and has developed significantly in the handling of slum cities in the city of 

Banjarmasin. Based on theoretical analysis, it can be concluded that the Kotaku program was 

realized due to the collaboration of related agencies and other stakeholders and the role of an 

organization that has been fostered by the Perkim Service. From the resources deployed to 

the Kotaku program in the Kelayan Barat sub-district, it is the community itself, the 

government creates an organization. the community and given guidance to the organization, 

namely the community self-help agency (BKM). Judging from the handling of slum areas in 

Kelayan Barat sub-district, it has been going well according to the Mayor's Decree number 

215 of 2022 concerning the determination of slum areas in the city of Banjarmasin, from this 

policy the researcher's suggestion is to carry out tackling slum areas in the city of 

Banjarmasin again, namely, conduct a thorough outreach to the Kelurahan / to the 

surrounding districts so that conflicts do not occur between people who have different 

opinions. 
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